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ABSTRAK 
 
Caecilia Septin Birana (B 111 13 522), Tinjauan Yuridis Terhadap 
Pemeriksaan In Absentia  Pada Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus 
Putusan Nomor: 129-K/ PM III-16/ AD/ IX/ 2015, dibawah bimbingan 
Bapak Muhadar sebagai Pembimbing I dan Ibu  Nur Azisa sebagai 
pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum 
tentang tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia dan 
mengetahui penerapan hukum pidana pada peradilan In Absentia pada 
tindak pidana Desersi dalam putusan Nomor 129-K/PM III-16/ AD/ 2015? 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer III-16 Makassar,. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data yaitu dengan 
mengambil salinan dari salah satu putusan mengenai masalah tindak 
pidan desersi dalam pemeriksaan in absentia dan wawancara dengan 
pihak yang bersangkutan yaitu hakim yang menangani perkara dalam 
kasus ini. Selain itu, penulis juga  melakukan Studi Pustaka (library 
research), yaitu menelaah data yang di peroleh melalui literatur, dokumen-
dokumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan 
dengan objek penelitian 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tindak Pidana Desersi 
termuat dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, 
sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in 
absentia diatur dalam Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 
Tentang Peradilan Militer. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku 
tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absensia dalam putusan 
Nomor: 129-K/ PM III-16/ AD/ IX/ 2015, terdakwa didakwa menggunakan 
dakwaan tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2). Selanjutnya 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
terdakwa dalam putusan Nomor: 129-K/ PM III-16/ AD/ IX/ 2015 terdakwa 
di pidana dengan pidana pokok  penjara 8 (delapan) bulan dan pidana 
tambahan dipecat dari dinas militer karena terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana desersi. Pertimbangan hakim dalam 
menjatuhakan sanksi pidana dalam perkara ini telah sesuai dengan unsur 
Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) dan majelis hakim mempertimbangkan 
baik dari fakta-fakta hukum, keterangan saksi maupun barang bukti yang 
mendukung sehingga menimbulkan efek jera terhadap terpidana serta 
menimbulkan rasa takut terhadap prajurit militer agar tidak melakukan 
tindak pidana. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan 
yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, dan budaya. Indonesia 
memiliki luas wilayah 1.904.569 Km2. Indonesia memiliki 34 provinsi dan 
17.504 pulau. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang 
memiliki toleransi yang tinggi. 
Selain memiliki wilayah yang begitu luas Indonesia juga dikenal 
dengan Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dimana negara 
memiliki peraturan yang harus di patuhi dan sanksi terhadap yang 
melanggar peraturan tersebut. Peraturan tersebut dibuat agar masyarakat 
tetap memegang teguh Idiologi negara yaitu pancasila. Peraturan tersebut 
lahir dan berkembang baik secara lisan maupun tertulis dalam masyarakat 
modern maupun masyarakat tradisional, dengan harapan agar dalam 
kehidupan masyarakat tercipta kedamaian, ketertiban dan keharmonisan 
sesuai dengan Pancasila sebagai idiologi negara. Perturan tersebut 
kemudian dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-
hari. 
Wilayah NKRI yang begitu luas dan merupakan negara hukum 
(rechtstaat) tentunya membutuhkan kekuatan Militer guna 
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mempertahankan dan menegakkan kedaulatan Negara Replublik 
Indonesia. Militer di Indonesia atau biasa disebut dengan Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) diharapkan dapat menjaga keamanan negara.  
Militer sendiri memiliki peranan yang penting dalam mempertahankan 
kedaulatan NKRI baik di dalam maupun di luar negeri. Seorang militer 
memiliki tugas yang berat demi menjaga kedaulatan bangsa,salah satu 
contohnya ialah menjaga perbatasan wilayah Indonesia baik darat, laut, 
dan udara, maupun menjaga ketertiban di dalam masyarakat. 
Seorang militer juga dituntut untuk siap di tempatkan dimana saja di 
seluruh wilayah Indonesia dan tidak boleh meninggalkan tugas serta 
kesatuan. NKRI adalah harga mati merupakan semboyan yang di pegang 
teguh para anggota militer. Seorang militer harus rela meninggalkan 
keluarga pada waktu tertentu demi Negara.  
Dalam menjalankan tugasnya, seorang militer memiliki peraturan-
peraturan yang harus dipatuhi. Dimana peraturan tersebut juga 
mencerminkan kedisiplinan dari anggota-anggota militer. Apabila 
peraturan tersebut dilanggar maka anggota militer yang bersangkutan 
dijatuhi sanksi terhadap perbuatan yang diperbuat. Penjatuhan sanksi 
tersebut dilaksanakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh 
anggota militer. Terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur 
tentang militer, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana MIliter 
(KUHPM), Undang-undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, 
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Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, dan 
beberapa peraturan  
Apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang 
ada maka prajurit tersebut melakukan tindak pidana. Salah satu tindak 
pidana militer yang dikategorikan kepada tindak pidana murni adalah 
tindak pidana desersi. 
Tindak pidana desersi di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana Militer. Prajurit militer diharapkan menjadi panutan bagi rakyat, hal 
tersebut sesuai dengan kepribadian prajurit yang memiliki kedisiplinan 
dalam menjalankan tugas.  
Namun pada kenyataannya tak jarang prajurit militer baik dari 
Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) 
melenceng dari aturan yang ada, dimana hal tersebut merupakan tindak 
pidana yang merugikan dirinya sendiri, orang lain, dan Negara. Tindakan 
yang dilakukan tidak mencerminkan kedisiplinan dari seorang militer 
dalam menjalankan tugas yang tentunya berdampak pada kepercayaan 
masyarakat terhadap prajurit militer itu sendiri.  
Seperti yang sudah penulis jabarkan diatas salah satu tindak pidana 
yang sering di jumpai dalam dunia militer yaitu tindak pidana desersi. 
Tindak pidana desersi secara umum merupakan tindakan yang dilakukan 
seorang prajurit, dimana prajurit militer meninggalkan kesatuan dan tugas-
tugas kedinasan yang diperintahkan. Dalam masa damai lebih dari tiga 30 
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(tiga puluh) hari tanpa izin secara terus menerus. Tindak pidana desersi 
juga berlaku apabila prajurit meninggalkan kesatuan dan tugas-tugas 
kedinasan pada waktu perang lebih dari 4 (empat) hari.  
Tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana Militer:1 
Ayat (1): Diancam   karena desersi, militer: 
Ke-1 yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk 
selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya 
perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas 
militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa 
dibenarkan untuk itu. 
Ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan 
ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih 
lama dari tiga puluh (30) hari, dalam waktu perang lebih  
lama dari empat (4) hari. 
Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin 
dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau 
seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, 
seperti yang diuraikan pada pasal 85 Ke-2. 
Ayat (2): Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam 
dengan pidana penjara maksimum dua (2) tahun delapan 
bulan. 
Ayat (3): Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam 
dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam 
bulan. 
 
Menurut pasal ini ada tiga macam bentuk desersi: 
1. Desersi karena tujuan, sebagaiman yang dimaksud dalam ayat 
(1) yaitu: 
a. Pergi dan dimaksud menarik diri untuk selama-lamanya dari 
kewajiban dinasnya 
b. Menghindari perang. 
c. Menyebrang ke musuh. 
d. Dengan tidak sah masuk ke dinas militer negara asing. 
                                                          
1 Kitab Undang-undang Hukum Pidna Militer 
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2. Desersi karena waktu, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(1) ke-2: 
a. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya 
melebihi tiga puluh hari waktu masa damai. 
b. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama 
empat hari dalam masa perang. 
c. Tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja, dalam masa 
damai lebih lama dari tiga puluh hari dan dalam masa perang 
lebih lama dari empat hari. 
 
3. Desersi sebagai akibat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(1) ke-3, umumnya termasuk dalam pengertian pasal 85  ke-2 
ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari pelaku.2  
Desersi-desersi yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud diatas, 
maka ketentuan-ketentuan pasal ini dapat diterapkan kepada sipelaku. 
Tindak Pidana Desersi juga diatur dalam pasal 89 KUHPM: 
”Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau 
sementara maksimum duapuluh tahun: 
Ke-1 Desersi ke musuh; 
Ke-2 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)   desersi 
dalam waktu perang, dan dari satuan pasukan, perahu laut 
atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas 
pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau suatu pos yang 
di serang atau terancam serangan oleh musuh.” 
 
Dewasa ini tindak pidana desersi merupakan salah satu tindak 
pidana yang sering seringkali ditemukan dalam suatu kesatuan militer, 
diaman prajurit seringkali meninggalkan kesatuan tanpa alasan yang sah 
dan tanpa izin dari atasan.  
                                                          
2 Moch Faisal Salam,  2006,  Hukum Pidana Militer di Indonesia,  Bandung,  Mandar Maju. Hal. 
233 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga menjadi alasan penulis 
untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Pemeriksaan In Absentia Pada Tindak Pidana Desersi 
(Studi Kasus Putusan No. 129-K/ PM III-16/ AD/ IX/2015)  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis mengemukakan rumusan 
masalah  sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana desersi 
dalam pemeriksaan in absentia? 
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dan pertimbangan 
hukum hakim pada peradilan In Absentia pada tindak pidana 
Desersi dalam putusan Nomor 129-K/PM III-16/ AD/ 2015? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 
penelitian yaitu: 
1. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimanakah pengaturan hukum 
tentang tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia? 
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana dan 
pertimbangan hukum hakim pada peradilan In Absentia pada 
tindak pidana Desersi dalam putusan Nomor 129-K/PM III-16/ AD/ 
2015? 
 
D. Kegunaan Penelitian 
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Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis  
Diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi bagi pembanguan ilmu hukum, khususnya hukum pidana 
Militer 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pemikiran kepada prajurit maupun masyarakat serta bagi penegak 
hukum militer dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tindak 
pidana dari suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang 
telah menyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.3 
Tindak  pidana menurut Simons yang mengartikan bahwa:4 
strafbaarfeit (terjemahan harafiah: peristiwa pidana) adalah 
perbuatan melawan hukum yang yang berkaitan dengan kesalahan 
(schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab. 
Sedangkan Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) 
pidana adalah perbuatan  yang dilarang oleh undang-undang dan 
diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya. Pegertian ini 
merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman 
pidana tertentu jika dilanggar. Dalam konteks ini, perbuatan merupakan 
unsur pembentuk tindak pidana, karena keadaan pelaku tindak pidana, 
ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alas an pembenar berpusat 
kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut  bertujuan untuk 
mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.5   
                                                          
3 Adami Chazawi, 2001, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas 
Berlakunya Hukum Pidana, Malang, Rajawali Pers, Hal. 72 
4 Andi Zainal Abidin Farid,1995, Hukum Pidana I,  Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 224 
5 Muh. Ainul Syamsul, 2016, Penjtuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana,  Jakarta, 
Kencana, Hal. 15 
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Mengenai “delik” dalam arti strafbaarfeit,para pakar hukum pidana 
masing-masing memberi definisi sebagai berkut.  
a. Simons merumuskan delik (strafbaarfeit) secara bulat. 
Strafbaarfeit ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang 
bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan 
yang dilakukan oleh orang yang kesalah yang dilakukan oleh 
orang yang mampu bertanggung jawab; 
b. Van Hamel  merumuskan delik (strafbaarfeit)  itu sebagai berikut: 
eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, 
onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te witjen (kelakuan 
manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan 
hukum, yang patut dipidana dan dilakukan denhan kesalahan); 
c. Vos merumuskan delik (strafbaarfeit) lebih singkat dari pada 
keduanya yang mengatakan: “ suatu kelakuan manusian yang 
oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu 
kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam 
dengan pidana.6  
Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid merumuskan delik  sebagai 
berikut:7 
Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materil 
yang dalam hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang 
menyertai perbuatan, dan tidak adanya dasar pembenar. 
Amir Ilyas merumuskan tindak pidana sebagai gambaran dari 
peristiwa-peristiwa hukum dalam lapangan hukum pidana. Hal tersebut 
dijelaskan dalam bukunya:8 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang 
dibentukdengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada 
peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang 
abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum 
pidana, sehingga tindak ada pidana haruslah diberikan arti ilimiah 
dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah 
yang dipakai sehari-hari. 
                                                          
6 Andi Hamzah,  2007, Terminologi Hukum Pidana,  Jakarta,  Sinar Grafika, Hal. 48 
7 Andi Zainal Abidin, Op.cit, hal.230 
8 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset 
Yogyakarta, Hal. 18 
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Selanjutnya Amir Ilyas merumuskan delik yang dalam Bahasa 
Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu strad, baar dan 
feit. Yang masing-masing memiliki arti:9 
1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
2. Baar diartikan sebaga dapat dan boleh, 
3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan. 
Jadi istilah strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau 
perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik yakni: 
Sedangkan menurut Andi Hamzah dalam bukunya Delik merupakan  
suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan 
hukuman oleh undang-undang (pidana)10 
Selanjutnya dalam buku A. Fuad Usfa, Iswanto merumuskan delik 
sebagai berikut:11  
hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi 
titik permasalahannya, masalah tindak pidana (perbuatan jahat), 
kesalahan dan pidana serta korban. 
 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur delik berdasarkan analisis dari Leden Marpaung antara 
lain sebagai berikut:12 
1. Unsur Subjektif 
                                                          
9 Ibid, hal.19  
10 Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 88 
11 A. Fuad Usfa. Tongat, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Malang, UMM. Hal. 72 
12 Leden Marpaung, 2005,  Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 9-10 
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Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri 
pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “ tidak ada hukuman kalau 
tidak ada kesalahan” (an act does not make a person guilty unless 
the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea). 
Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan 
oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence 
or schuld). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa 
“kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als 
zekerheidsbewustzijn); 
3) Kesengajaan dengan keinsafan dengan kemungkinan 
(dolus evantualis); 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari 
kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni: 
1) Tak berhati-hati; 
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu. 
 
2. Unsur Objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 
a. Perbuatan manusia, berupa: 
1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan 
negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau 
membiarkan. 
b. Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
dipertahankan oleh hukum, misalahnya, nyawa, badan, 
kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya. 
c. Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
1) Keadaan pada saat dilakukan; 
2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat 
melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan 
dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau 
perintah. 
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Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah 
satu unsur tidak terbukti, bias menyebabkan terdakwa dibebaskan di 
pengadilan. 
 
Menurut Satochid Kartanegara dalam buku Laden Marpaung 
unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu 
berupa:13 
a. Suatu tindakan, 
b. Suatu akibat, dan 
c. Keadaan (omstandigheid) 
Kesemuannya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalh dari perbuatan yang 
dapat berupa: 
a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan ( 
toerekeningsvatbaarheid); 
b. Kesalahan (sculd) 
Selanjutnya menurut Lamintang unsur delik terdiri atas dua 
macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya 
Lamintang menyatakan sebagai berikut:14 
Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang 
melekat pada diri sipelakau dan termasuk di diri si pelaku atau 
yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di 
dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah keadaan 
ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 
Adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah 
sebagai berikut. 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
2. Maksud voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 5 ayat (1) KUHP. 
                                                          
13 Ibid,  hal. 10 
14 Ibid,  hal. 10-11 
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3. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. 
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, 
seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP. 
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Selanjutnya mengenai unsur-unsur objektif dari tindak pidana 
adalah sebagai berikut 
1. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid. 
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri dalamm kejahatan menurut Pasal 415 KUHP 
atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, 
dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
Mencermati pendapat para pakar di atas tentang unsur-unsur 
delik, maka pendapat Prof. Satochid Kartaneraga yang memasukkan 
toerekeningsvatbaarheid sebagai unsur subjektif kurang tepat. Hal ini 
karena tidak semua  ontoerekeningsvatbaarheid bersumber dari  
overmacht atau  ambtelijk bevel  (pelaksanaan perintah jabatan). 
Pendapat Lamintang yang menjelaskan bahwa unsur subjektif 
adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku adalah tepat, tapi apa 
yang disebut pada butir 2, 3,dan 4 unsur subjektif, pada hakikatnya 
termasuk jenis “kesengajaan” pula. 
Sedangkan menurut Adami Chazawi dalam bukunya KUHP 
membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua yaitu:15 
                                                          
15 Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 82 
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a. Unsur Subjetif: 
1) Unsur kesalahan dan 
2) Unsur melawan hukum 
 
b. Unsur objektif: 
1) Unsur tingkah laku; 
2) Unsur akibat konstitutif; 
3) Unsur keadaan yang menyertai; 
4) Unsur syarat tabahan untuk dapatnya di tuntut pidana; 
5) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana; 
7) Unsur objek huku tindak pidana; 
8) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
9) Unsur syarat tambahan untuk tindak pidana. 
Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut 
beberapa teoritis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli 
hukum yang tercermin pada rumusannya.  
Adapun batasannya tindak pidana oleh teoritis, yakni Moeljatno, 
R. Tresna, Vos yang merupakan penganut paham dualisme, dan 
Jonkers, Schavendijk yang merupakan penganut paham monisme. 
Selanjutnya menurut Moeljatno dalam buku Erdianto Effendi 
unsur tindak pidana adalah:16  
a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; 
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancm dengan hukuman 
oleh Undang-undang; 
c. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum; 
d. Harus dilakukan olhe seseorang yang dapat dipertanggung 
jawabkan; 
e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat. 
Sedangkan R. Tresna merumuskan tindak pidana terdiri dari 
unsur-unsur, yakni:17  
                                                          
16 Erdianto Effendi, 2011,  Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, Refika Aditama, 
Hal.98 
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a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
Menurut bunyi batasan yang dibuat oleh Vos, dapat ditarik 
unsur-unsur tindak pidana sebaai berikut:18 
a. Kelakuan manusia; 
b. Diancam dengan pidana; 
c. Diancam dalam perundang-undangan. 
Dapat dilihat bahwa  pada unsur-unsur dari tiga batasan 
penganut dualisme tersebut, tidak ada perbedaan,yaitu bahwa tindak 
pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang. Dimuat dalam 
undang-undang dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari 
unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tidak 
menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata 
mengenai pembuatnya. 
Namun jika kita membandingkan dengan pendapat penganut 
paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua 
rumusan saja yang dimuka telah dikemukakan, yaitu Jonkers dan 
Schravendilk. 
Dari batasan yang dibuat Jonkers sebagai penganut paham 
monisme dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:19 
                                                                                                                                                               
17 Adami Chazawi, Op.cit. Hal 80  
18 Ibid.  
19 Ibid, hal. 81 
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a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
d. Dipertanggungjawabkan. 
Sementara Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara 
panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:20 
a. Kelakuan (orang yang); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. Diperslahkan/kesalahan. 
Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-
beda, namun pada hakikat ada persamaannya, yaitu tidak 
memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan 
unsur yang mengenai diri orangnya. 
Sementara itu, Loebby Loqman dalam buku Erdianto Effendi 
menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:21  
a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif; 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana  oleh 
undag-undang; 
c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum; 
d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; 
e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. 
                                                          
20 Ibid.  
21 Erdianto Effendi, Op.cit. Hal 99 
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Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi unsur-unsur 
tindak pidana adalah:22 
1. Subjek; 
2. Kesalahan; 
3. Barsifat melawan hukum (dan tindakan); 
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/ peraturan perundang-undangan dan terhadap 
pelanggarannya diancam dengan pidana; 
5. Waktu, tempat, da keadaan (unsur objektif lainnya). 
 
B.  Militer 
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai militer, maka perlu kita 
tinjau terlebih dahulu mengenai:  
1. Pengertian Militer 
Menurut Amiroeddin Sjarif militer itu adalah  bagian dari suatu 
masyarakat atau bangsa. Bagian yang terdiri dari warga Negara yang 
melakukan tuhas khusus. Melakukan tugas pembelaan Negara dan 
bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas 
utamanya adalah untuk bertempur.23  
Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk 
bertemput. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau 
kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tuntuk tanpa reserve pada 
tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaan diawasi 
dengan ketat.24  
Militer dalam arti hakikat, sebagai orang yang siap untuk bertempur 
dan mepetahankan negeri atau kelompok sudah ada semenjak 
dahulu sebelum adanya konstitusi-konstisi negara-negara tertua.25 
                                                          
22 Ibid  
23Amiroeddin Sjarif, 1996, Hukum Disiplin Militer Indonesia,  Jakarta,  Rineka Cipta, Hal 1  
24 Ibid  
25 Ibid, Hal. 3 
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Selanjutnya dikutip dari Wikipedia Indonesia militer adalah angkatan 
bersenjata dari suatu Negara dan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan angkatan bersenjata,adapun pengertian militer adalah sebagai 
berikut:26 
Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. 
Meliter biasanya terdiri atas paraprajurit atau serdadu. 
Kata lain yang sangat erat dengan militer adalah militerisme, yang 
artinya kurang lebih perilaku tegas, kaku, agresif dan otoriter “seperti 
militer”. Padahal pelakunya bias saja seorang pemimpin sipil. 
Karena lingkungan tugasnya terutama di medan perang, militer 
memang dilatih dan dituntut untuk bersikap tegas dan disiplin. Dalam 
kehidupan militer memang dituntut adanya hierarki yang jelas dan 
para atasannya harus mampu bertindak tegas dan berani karena 
yang dipimpin adalah pasukan bersenjata” 
Selanjutnya menurut Moch Faisal Salam dalam bukunya 
menjelaskan kata militer sendiri berasal dari kata “milies” yang dalam 
Bahasa Yunani berarti orang yang bersenjata yang siap untuk bertempur, 
yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau 
ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau 
negara. Jadi setiap orang yang bersenjata dan siap untuk berkelahi atau 
bertempur dapat disebut sebagai militer27 
Pengertian militer juga diatur dalam berbagai ketentuan antara lain:28 
a. Pasal 46 KUHPM: 
(1) Yang dimaksud dengan militer adalah: 
Ke-1 Mereka yang berikatan dinas sukarela pada Angkatan 
Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus 
menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. 
                                                          
26 Diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Militer, pada tanggal 31 Januari  2017 pukul 20:48 
27 Moch Faisal Salam (I), 1994,  Peradilan Militer Indonesia, Bandung, Mandar Maju, Hal. 14 
28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana MIliter 
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Ke-2 Semua sukarelawan yang lainya pada Angkatan Perang dan 
para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada 
dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas 
yang sebenarnya dalam tenggag waktu selama mereka 
dapat dipanggil masuk lagi dalam dinas, melakukan salah 
satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97,99, dan 139 
KUHPM. 
b. Dalam Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan 
Militer, istilah Angkatan Bersenjata, Militer, dan Tentara diartiakan 
sama, kecuali apabila diberi pengertian khusus. Hal tersebut di 
muat dalam penjelasan umum alinea terakhir (huruf d) undang-
undang tersebut. 
c. Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional 
Indonesia dalam : 
a. Dalam Pasal 22 prajurit terdiri atas:  Prajurit sukarela dan 
prajurit wajib. 
b. Pasal 23 ayat (1) :  Prajurit sukarela menjalani dinas 
keprajuritan dengan ikatan dinas. 
c. Pasal 24 ayat (1) :    Prajurit Wajib menjalani dinas 
keprajuritan dengan ikatan dinas. 
Pengertian militer tak hanya sebatas militer saja,adapun pengertian 
yang dipersamakan dengan militer diatur dalam berbagai literature, antara 
lain:29 
a. Pasal 47 KUHPM : “Barang siapa yang menurut kenyataannya 
bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum di pandang 
sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak 
termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas” pasal 
yang dimaksukan iyalah Pasal 46 KUHPM 
b. Pasal 48 KUHPM : “sukarelawan (lainnya) pada Angkatan 
Perang atau militer wajib yang tersebut pada Pasal 46 ayat (1) 
no. 2 dipandang sebagai dalam dinas : 
Ke-1 Sejak dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk 
dalam dinas, atau dengan sukarelamasuk dalam dinas, 
pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak 
ia melaporkan diri dalam dinas tersebut suatu dalan lain 
hal sampai dinyatakan diluar dinas (dibebaskan).  
Ke-2 Selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer 
maupun melakukan suatu karya militer lainnya. 
                                                          
29 ibid 
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Ke-3  Selama dia sebagai sukarelawan atau wajib militer atau 
sebagai tertuduh atau yang diadukan dalam suatu perkara 
pidana atau terperiksa dalam suatu pemeriksaan. 
Ke-4 Selama dia memakai pakaian seragam atau tanda 
pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda atau 
pembeda-pembeda lainnya. 
Ke-5 Selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer 
atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam 
Pasal 13, ataupun di perahu (laut) Angkatan Perang. 
c. Pasal 49 KUHPM: 
(1) Termasuk juga dalam pengertian militer: 
Ke-1 (diubah dengan undang-undang No. 39 tahun 1947, 
perpem no. 51 Tahun 1963) Bekas militer yang 
digunakan  dalam suatu dinas militer. 
Ke-2 komisaris-komisaris militer wajib berpakaian seragam, 
setiap kali mereka melakukan perjalanan dinas 
sedemikian itu. 
Ke-3 (diubah dengan undang-undang No. 39 tahun 1947) 
pensinan perwira anggota dari suatu peradilan militer 
(luar biasa), setiap kali melakukan dinas demikian. 
Ke-4 (diubah dengan undang-undang No. 39 tahun 1947, 
Undang-undang No. 74 tahun 1957 jo. No 323 
PRP/1959) Mereka yang memakai pangkat titular yang 
ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, 
atau yang ada dalam keadaan bahaya kepada kereka 
yang dipaggil oleh penguasa perang berdasarkan 
Pasal 41 Undang-Undang Keadaan Bahaya (Undang-
Undang no. 23/PRP/1959) diberikan pangkat titular, 
selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer. 
Ke-5 Mereka, anggota dari suatu organisasi, yang 
diperrsamakan dengan Angkatan Darat, Laut, atau 
Udara atau dipandang demikian: 
a. Dengan atau berdasarkan undang-undang. 
b. Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang di 
tetapkan dengan atau berdasarkan pasal 42 
Undang-undang Keadaan Bahaya. 
(2) Para militer yang dimaksud dalam ayat pertama dakam 
pangkat mereka semula atau setingkat lebih tinggi dari 
pangkatnya ketika meninggalkan dinas militer sebelunya. 
 
d. Pasal 50: Para bekas militer dipersamakan dengan militer, jika 
dalam waktu satu tahun setelah mereka meninggalkan dinas 
militer, melakukan penghinaan atau tindakan nyata 
(feitelijkheden) terhadap atasan mereka yang dulu masih dalam 
dinas mengenai masa dinas militer yang sebelumnya. 
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e. Pasal 51: 
(1) (diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Militer 
asing yang dengan persetujuan penguasa militer menyertai 
atau mengikuti suatu satuan Angkatan Perang yang 
disiapsiagakan untuk perang, militer tawanan perang, dan 
dalam hal terjadi perang dimana Indonesia tidak terlibat, 
semua militer dan salah satu pihak yang berperang yang 
diinternar di negeri ini, termasuk mereka yang di bebaskan 
dengan suatu perjanjian atau persyaratan, dengan 
memperhatikan pangkat-pangkat yang dipakai oleh mereka, 
dipersamakan dengan militer dalam hal mereka melakukan 
suatu tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana umum, 
Pasal 68, 69, atau Bab IV Buku II dari KUHPM ini. 
Militer asing yang diinternir, yang berdasarkan ketetapan 
pengasa Indonesia yang berhak membawakan militer asing 
lainnya dalam hubungannya dengan sesamanya dengan 
memperhatikan pangkat-pangkat yang mereka pakai, 
dipersamakan dengan militer. 
(2) (diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) 
Tergantung pada bagian-bagian dari Angkatan Perang 
dimana atau dibawah pengamanan siapa mereka terdapat, 
maka dianggap sebagai termasuk Angkatan Darat, Laut, dan 
Udara. 
Selanjutnya menurut Moch Faisal Salam dalam bukunya ciri-ciri dari 
pada militer ialah mempunyai organisasi yang teratur, mengenakan 
pakaian yang seragam, mempunyai disiplin serta mentaati hukum yang 
berlaku dalam peperangan. Namun apabila ciri tersebut tidak terpenuhi, 
maka kelempok tersebut tidak dapat disebut sebagai kelompok militer 
atau lebih tepatnya disebut gerombolan bersenjata.30 
 
2. Pengertian Hukum Pidana Militer 
 
Hukum Pidana Militer pada dasarnya hukum yang berlaku dan 
dikenakan kepada anggota militer. Hukum pidana militer merupakan 
ketentuan umum yang mengatur seorang militer yang memuat tindakan-
                                                          
30 Moch Faisal Salam (I). Loc.cit.  
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tindakan yang dinilai masuk kategori Pelanggaran atau Kejahatan atau 
merupakan larangan atau keharusan, serta sanksi pidana sebagai 
ancaman bagi yang melanggar peraturan tersebut. Berikut beberapa 
pendapat terhadap hukum pidana militer: 
Menurut Amiroeddin Sjarif hanya sedikit orang yang menaruh 
perhatian pada hukum militer. Mungkin orang menganggap bawa hukum 
militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu 
tidak salah. Tetapi juga tidak selurunya benar. Hukum militer dari suatu 
Negara merupakan sub-sistem hukum dari Negara tersebut. Karena militer 
itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa.31  
Hukum militer dalam arti luas mencangkup pengertian hukum pidana 
militer dalam arti materil dan hukum pidana dalm arti formil. 
Menurut Moch Faisal Salam hukum pidana materil merupakan 
kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan larangan untuk 
menegakkan ketertiban hukum dan apabila perintah dan larangan itu tidak 
ditaati maka diancam hukuman pidana.32 
Sedangkan hukum pidana formil yang lebih dikenal disebut hukum 
acara pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat 
ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan acara pemeriksaan, 
pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang 
                                                          
31 Amiroeddin Sjarif. Loc.cit 
32 Moch Faisal Salam (II), 2006, Hukum PIdana Militer Di Indonesia,  Bandung, Mandar Maju, Hal. 
26 
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melanggar hukum pidana materil. Hukum pidana formil disebut juga 
hukum acara pidana yang bertugas mempertahankan hukum pidana 
materil.33 
Sebagai warga negara Republik Indonesia militer bukan merupakan 
klas tersendiri, karena setiap anggota militer adalah juga sebagai 
masyarakat biasa. 
Jika dipandang dari segi hukum, maka anggota militer mempunyai 
kedudukan yang sama halnya dengan anggota masyarakat biasa, artinya 
bahwa sebagai warga negara, baginyapun berlaku semua ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, perdata, acara pidana 
dan acara perdata. Perbedaan hanya karena adanya beban kewajiban 
yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal yang 
berhubungan dengan pertahanan warga negara biasa dalam hakekatnya 
setiap warga negara wajib ikut serta membela negaranya sebagaimana 
yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-undang dasar 1945, akan tetapi 
pembelaan atau pertahanan negara ini dilakukan Angkatan Bersenjata 
sebagai intinya, sehingga tugas pokok Angkatan Bersenjata adalah 
mempertahankan kedaulatan negara dan kewibawaan pemerintah dengan 
melakukan pertempuran-pertempuran dengan musuh, baik dari dalam 
maupun dari luar negeri dalam rangka menegakkan keamanan dalam 
negeri.34 
                                                          
33 Ibid  
34 Moch Faisal Salam (I), Op.cit, Hal. 15 
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Selanjutnya menurut Moch. Faisal Salam hukum pidana militer 
memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan 
yang telah diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku juga bagi 
golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan ditundukkan 
padanya.35  
Disamping itu adanya keteguhan di dalam pertempuran, maka 
diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam 
menjaga keutuhan oraganisasi. Oleh karena itu untuk menjaga integritas 
angkatan bersenjata serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas 
militer yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan 
tegaknya dan runtuhnya negara, maka di samping peraturan-peraturan 
yang berlaku umum, masih diperlukan pula peraturan-peraturan yang 
bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih tegas untuk mengatur 
para prajurit militer.36 
Selanjutnya menurut Moch. Faisal Salam hukum khusus lebih tegas 
dan berat bagi anggota tentara dikarenakan:37  
1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh 
tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum. 
Misalnya, Desersi, menolak perintah dinas, insu bordinasi dan 
sebagainya. 
2. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila 
dilakukan oleh anggota tentara didalam keadaan tertentu 
ancaman hukuman dari hukum pidana umum dianggap terlalu 
ringan. 
                                                          
35 Ibid,hal.  27 
36 Ibid  
37 Ibid, hal. 15 
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3. Jika soal-soal tersebut diatas dimasukkan kedalam KUHP akan 
membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-
ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota 
masyarakat, juga peradilan yang berhak untuk melaksanakannya 
juga tersendiri yakni peradilan ketentaraan. 
Hukum militer secara khusus mencakup aturan-aturan yang 
mengatur anggota militer dan harus di patuhi.  
Menurut Amiroedin Syarif dalam bukunya hukum militer merupakan 
hukum yang khusus, hal tersebut terletak pada sifat hukumnya yang 
keras, cepat dan dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan 
prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum umum.38 
Pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum militer mengekibatkan 
seseorang militer disebut melakukan kejahatan militer. Kejahatan 
militer itu dapat pula diperinci lebih lanjut ke dalam:39 
1. Kejahatan militer biasa (military crime) yaitu, perbuatan 
seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah 
hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan 
disersi atau melarikan diri seperti yang diatur dalam Kitab 
Undang-undang Huku Pidana Militer (KUHPM); 
2. Kejahatan perang (war crime) yaitu, perbuatan seseorang militer 
yang bertentangan dengan kaidah-kaidah sebagai yang terdapat 
dalam konvensi-konvensi Internasional. 
Selain dari itu seorang militer dapat pula melakukan pelanggaran 
hukum yang digolongkan dalam pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin 
tidak termasuk kategori kejahatan karena tidak menyangkut kepentigan 
umum yang luas, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan 
kepentingan militer atau kepentingan masyarakat militer itu sendiri. 
                                                          
38 Amiroeddin Sjarif, Op.cit. Hal. 4 
39 Ibid, Hal. 5 
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Salah satu contohnya tidak memberikan hormat kepada atasan, yang 
pada hakikatnya tidak menyangkut soal kepentingan umum melainkan 
semata-mata menyangkut kepentingan militer atau tata tertib militer. 
Untuk mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau 
kejahatan seperti yang telah dijabarkan diatas maka setiap prajurit militer 
semenjak ia dinyatakan diterma masuk militer seharusnya sudah tahu 
benar akan kewajiban-kewajiban hukumannya yang pokok atau esensial. 
Bagi para militer walaupun tugasnya untuk bertempur dan 
membunuh musuh, tetapi di dalam tindakannya itu diatur oleh hukum 
perang yang dikenal dengan hukum humaniter. 
Adapun tindak pidana militer yang di atur dalam KUHPM dibagi 
menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (zuiver militerire delic)  
dan tindak pidana militer campuran (gemengde militerire delict).40 
a. Tindak Pidana Militer Murni (Zuiver Militerire Delict) 
Adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, 
karena sifatnya khusus militer. Contoh dari tindak pidana militer murni 
diatur dalam Pasal 73 KUHPM yaitu: 
Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau 
sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam perang 
dengan sengaja: 
Ke-1 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) 
menyerahkan kepada musuh atau membuat atau 
                                                          
40 Ibid 
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membiarkan berpindah ke dalam kekuasaan musuh, suatu 
tempat atau pos yang berada di bawah perintahnya, ataupun 
angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara atau suatu 
bagian daripadanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk 
itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau di tuntut oleh 
kewajiban dari dia dalam keadaan itu. 
 
Kejahatan desersi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 
KUHPM yaitu: 
Ayat (1): Diancam   karena desersi, militer: 
Ke-1 yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk 
selamanya dari kewajiban dinasnya, menghindari bahaya 
perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas 
militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa 
dibenarkan untuk itu. 
Ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan 
ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai atau lebih 
lama dari tiga puluh (30) hari, dalam waktu perang lebih  
lama dari empat (4) hari. 
Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa 
izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau 
seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, 
seperti yang diuraikan pada Pasal 85 Ke-2. 
Ayat (2): Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam 
dengan pidana penjara maksimum dua (2) tahun delapan 
bulan. 
Ayat (3): Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam 
dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam 
bulan. 
 
b. Tindak Pidana Militer Campuran (Gemengde Militerire Delict) 
Adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah 
ada peraturannya hanya peraturan itu berada pada perundang-
undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan 
terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh 
karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain 
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jenisnya sama, diatur kembali di dalam kitab undang-undang hukum 
pidana militer disertai dengan kekhasan militer. 
Contoh: - Perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada 
waktu perang. Jika perkosaan dilakukan pada keadaan 
damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman 
yang berlaku dalam KUHP. Tetapi jika dilakukan pada 
waktu perang maka akan dikenakan ketentuan-
ketentuan dalam KUHPM. 
- Pencurian perlengkapan militer diamana militer tersebut 
diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang 
melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan-
ketentuan yang diatur di dalam KUHP, tetapi dikenakan 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPM. 41 
 
 
3. Ruang Lingkup Hukum Militer 
Dengan adanya hukum militer, bukan berarti hukum pidana umum 
tidak berlaku bagi militer. Akan tetapi bagi militer berlaku bagi hukum 
pidana umum maupun hukum pidana militer. Di dalam pasal 1 KUHPM 
berbunyi: 
(diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 1947) Untuk penerapan 
kitab  undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidan 
umum, termasuk bab kesembilan dari dari bnuku pertama kitab 
undang-undang hukum pidana, kecuali ada penyimpangan-
penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. 
Adapun peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang berlaku bagi 
militer adalah sebagai berikut:42 
a. Undang-undang wajib militer 
Undang-undang yang mengatur tentang wajib militer yaitu 
undang-undang nomor 66 tahun 1958 L.N. No. 117/1958. 
Pertahanan rakyat baru dapat terwujud bilamana dimasa damai 
diadakan kemungkinan mempersiapkan rakyat untuk melatih diri 
                                                          
41 Moch Faisal Salam (II),Op.cit, Hal. 29  
42 Moch Faisal Salam (II), Op.cit, Hal. 17-27 
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dalam pelaksanaan tugas-tugas pertahanan, dimana seluruh 
rakyat dapat  dikerahkan yaitu: 
 
1.  Cadangan angkatan perang yang terdiri dari militer wajib yang 
semasa damai dididik dan dilatih secara periodic. 
2. Rakyat terlatih terdiri dari mereka yang tidak dimasukkan 
dalam angkatan perang (secara sukarela maupun wajib) untuk 
melakukan tugas-tugas pembelaan yang bersifat tidak khusus 
militer, dan membantu angkatan perang dalam pelaksanaan 
tugas-tugas secara langsung maupun tidak langsung. 
Militer wajib dibedakan dengan rakyat yang terlatih, karena kalau 
militer wajib yang bersangkutan dinas aktif sebagai seorang 
militer, sampai masa wajibnya selesai dejalani. 
b. Undang-undang Militer Sukarela 
Untuk menjadi anggota militer sukarela yaitu anggota militer tetap, 
diatur oleh undang-undang no. 19 tahun 1950 LN. 60/58. Yang 
dimaksud dengan militer sukarela adalah mereka yang masuk 
angkatan perang berdasarkan ikatan dinas sukarela, yaitu mereka 
yang secara sukarela ingin menjadi anggota angkatan perang. 
Mereka yang diterima atau yang mengikat diri dengan ikan dinas 
militer sukarela. 
 
c. Peraturan Disiplin Tentara (PDT) 
Setiap warga negara yang memasuki dinas tentara, baik wajib 
maupun sukarela, maka sejak diangkat menjadi tentara yang 
bersangkutan harus mengetahui serta mentaati peraturan disiplin 
tentara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 
1949. 
Didalam kehidupan ketentaraan disiplin adalah syarat mutlak: 
a. Menepati semua peraturan-peraturan tentara dan semua 
perintah kedinasan dari tiap atasan juga mengenai hal-hal 
kecil-kecil tertib, tepat, sempurna dan kesadaran tinggi. 
b. Menegakkan kehidupan dalam tentara yang baru dan teratur. 
Dalam kehidupan ketentaraan, disiplinnya harus dengan penuh 
keyakinan, patuh dan taat, loyal kepada atasan dengan 
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berpengang teguh kepada sendi-sendi yang sudah dinyatakan 
dalam saptamarga dan sumpah prajurit. 
 
d. Peraturan Penghormatan Tentara 
Penghormatan senantiasa dilakukan dengan pandangan tetap 
tertuju pada pihak yang diberi hormat, dan yang menerima 
penghormatan senantiasa wajib membalas penghormatan 
tersebut. 
 
Macam-macam penghormatan militer:  
a. Penghormatan kebesaran, yang disampaikan kepada: 
a. Jenazah dalam upacara kemiliteran. 
b. Bendera kebangsaan dalam upacara resmi. 
c. Kepala negara/ wakil kepala negara. 
d. Lagu kebangsaan dalam upacara resmi. 
e. Panji-panji angkatan. 
f. Mentri pertahanan/Pangab. 
g. Panglima angkatan. 
h. Petaka. 
i. Semua perwira tinggi. 
j. Panglima Daerah/ Pejabat sederajat. 
b. Penghormatan militer biasa disampaikan kepada semua atau 
sesame pangkat (untuk mewujudkan ikatan korps). 
Penghormatan militer kebesaran dilakukan dengan hormat 
senjata bagi prajurit yang menggunakan senjata panjang , dan 
yang memakai pedang bagi komandan upacara. 
e. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin 
Bagi anggota yang melanggar hukum disiplin militer, maka 
baginya dapat dikenakan hukum disiplin, yang diatur dalam kitab 
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undang-undang hukum disiplin. Pelanggar disiplin dijatuhi 
hukuman disiplin oleh atasan langsung dari si pelanggar, dalam 
suatu sidang hakim disiplin, yang terdiri dari Komandan Pasukan 
dan stafnya. 
Adapun pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut:  
a. Tidak ditentukan didalam peraturan-peraturan pidana. 
b. Bertentangan dengan suatu perintah dinas atau peraturan 
dinas. 
c. Tidak boleh terjadi dalam tata tertib dan ketertiban tentara. 
 
f. Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer 
Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer adalah 
hukum khusus, disebut hukum khusus dengan pengertian untuk 
membedakannya dengan hukum pidana umum dan hukum acara 
pidana umum yang berlaku untuk semua orang. 
 
 
 
C. Tindak Pidana Desersi  
 
1. Pengertian Desersi 
 
Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara 
khusus dilakukan oleh militer karena bersifat melawan hukum dan 
bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. 
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Desersi dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer 
yang terdapat dalam Pasal 87:43 
(1) Diancam karena desersi,militer: 
Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya 
dari kewajiban-kewajiban dinasnya, mengindari bahaya 
perang, menyebrang kemusuh, atau memasuki wilayah 
militer pada suatu Negara atau kekuasan lain tanpa 
dibenarkan untuk itu; 
Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan 
ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama 
dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari 
empat hari; 
Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan 
karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau 
seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, 
seperti yang dikaruniakan pada Pasal 85 ke-2. 
Menurut pasal ini ada tiga macam bentuk desersi:44 
4. Desersi karena tujuan, sebagaiman yang dimaksud dalam ayat 
(1) yaitu: 
e. Pergi dan dimaksud menarik diri untuk selama-lamanya dari 
kewajiban dinasnya 
f. Menghindari perang. 
g. Menyebrang ke musuh. 
h. Dengan tidak sah masuk ke dinas militer negara asing. 
5. Desersi karena waktu, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(1) ke-2: 
d. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lamanya 
melebihi tiga puluh hari waktu masa damai. 
e. Tidak hadir dengan tidak sah karena kesalahannya, lebih lama 
empat hari dalam masa perang. 
f. Tidak hadir dengan tidak sah karena sengaja, dalam masa 
damai lebih lama dari tiga puluh hari dan dalam masa perang 
lebih lama dari empat hari. 
6. Desersi sebagai akibat, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 
(1) ke-3, umumnya termasuk dalam pengertian Pasal 85  ke-2 
ditambah dengan adanya unsur kesengajaan dari pelaku.  
                                                          
43 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer 
44 Moch Faisal Salam (II), Op.cit, Hal. 223 
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Desersi-desersi yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud diatas, 
maka ketentuan-ketentuan pasal ini dapat diterapkan kepada sipelaku. 
Desersi juga diatur dalam Pasal 89 KUHPM: 
”Diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau 
sementara maksimum duapuluh tahun: 
Ke-1 Desersi ke musuh; 
Ke-2 (Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)   desersi 
dalam waktu perang, dan dari satuan pasukan, perahu laut 
atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas 
pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau suatu pos yang 
di serang atau terancam serangan oleh musuh.” 
Desersi kepada musuh merupakan pengertian dengan maksud 
menyebrang kepada musuh seperti yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat 
(1) ke-1. Desersi kepada musuh berarti sipelaku harus sudah berada 
didaerah atau pihak musuh atau dengan kata lain si pelaku sudah betul-
betul bekerja sama dan memberikan keuntungan terhadap pihak musuh. 
Perbuatan tersebut juga dapat digolongkan sebagai perbuatan 
pengkhianatan militer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 KUHP 
jo Pasal 124 KUHP. 
 Menurut Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia- Inggris 
Yan Pramudya Puspa. Desersi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti 
melarikan diri.45 
Selanjutnya, menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia karangan H. 
Van Der Tas desersi yang dalam Bahasa Belanda desertie merupakan 
pelarian (diri).46 
                                                          
45 Yan Pramudya Puspa, 1977, Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia- Inggris, 
Semarang, Aneka, Hal. 301 
34 
 
Dari pengertian deseri diatas ciri utama dari tindak pidana desersi 
adalah ketidak hadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh seorang militer pada 
suatu tempat yang ditentukan baginya, dimana seharusnya militer tersebut 
berada dan menjalankan tugas serta kewajiban dinasnya. Ketidak hadiran 
tersebut dapat berupa bepergian, menyembunyikan diri, menyebrang ke 
musuh, memasuki dinas militer Negara lain atau membuat tertinggal 
dirinya dengan sengaja. 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Desersi 
 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, desersi diatur dalam Pasal 87 
dan Pasal 89 KUHPM, untuk itu Penulis akan menguraikan unsur-unsur 
dari pasal tersebut. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:47 
a) Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM: 
1. Militer :Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan 
dipersiapkan untuk bertemput. Karena itu bagi mereka 
diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. 
Mereka harus tuntuk tanpa reserve pada tata kelakuan yang 
ditentukan dengan pasti dan pelaksanaan diawasi dengan 
ketat.48 
2. Yang pergi dengan maksud menarik diri dari kewajiban-
kewajiban dinasnnya, menghindari bahaya perang, 
menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada 
suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk 
itu. 
Unsur ini dirumuskan secara alternatif yang berarti jika salah 
satu dari unsur tersebut terbukti, maka unsur terpenuhi. 
Perumusan alternative tersebut dapat dilihat antara: 
 
                                                                                                                                                               
46 H. Van Der Tas, 1956, Kamus Hukum: Belanda-Indonesia,Timun Mas, Hal. 69  
47 Diakses dari www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/MIL01/MIL_YAKOB_HPM.pdf, pada 
tanggal 03 Februari 2017 pukul 13:17 
 
48 Amiroeddin Sjarif, Op.cit, Hal. 1 
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a. Militer yang bermaksud menarik diri dari kewajiban-
kewajiban dinasnnya; 
b. Militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya 
perang; 
c. Militer yang pergi dengan maksud menyebrang ke 
musuh; atau 
d. Militer yang pergi dengan maksud memasuki dinas militer 
pada suatu Negara atau kekuasaan lain tanpa 
dibenarkan untuk itu. 
b) Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM: 
 
1. Militer; 
2. Karena salahnya atau dengan sengaja. 
Unsur ini juga dirumuskan secara altermatif antara kealpaan 
dan denan sengaja, sehingga salah satu dari alternatif 
tersebut terpenuhi maka unsur kedua ini terpenuhi. 
3. Melakukan ketidak hadiran tanpa izin; 
4. Dalam waktu damai; 
5. Lebih lama dari tiga puluh hari. (Ketidak hadiran tanpa izin 
lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut). 
6. Dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. 
 
c) Pasal 87 ayat (1) ke-3 KUHPM: 
1. Militer; 
2. Yang dengan sengaja 
3. Melakukan ketidak hadiran tanpa izin; 
4. Karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau selurhnya 
dari suatu perjalanan yang diperintahkan; 
5. Ke satu tempat yang terletak diluar pulai mana ia sedang 
berada yang diketahuinya atau patut harus mendengar 
adanya perintah untuk itu. 
 
d) Pasal 89 ke-1 KUHPM: 
1. Militer; 
2. Yang dengan sengaja; 
3. Melakukan ketidak hadiran tanpa izin; 
4. Menggabungkan diri ke musuh  
 
e) Pasal 89 ke-2 KUHPM: 
1. Militer; 
2. Yang dengan sengaja; 
3. Melakukan ketidak hadiran tanpa izin; 
4. Dalam waktu perang; 
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5. Pergi dari suatu pasukan, perahu laut, pesawat terbang yang 
ditugaskan untuk dinas pengamanan, ataupun dari suatu 
tempat atau pos yang diserang musuh. 
 
D.   In Absentia 
1. Pengertian In Absentia 
In absentia sendiri menurut Wikipedia Indonesia merupakan istliah 
yang berasal dari Bahasa Latin yang berarti “dengan ketidakhadiran”. 
Dalam istilah hukum, pengadilan in absentia adalah sebagai upaya 
mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa 
dari perkara tersebut.49 
  Pada penjelasan Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997 
merumuskan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya 
terdakwa dalam pengertian In absentia adalah pemeriksaan yang 
dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat 
demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, 
termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwanya tidak 
pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak di ketemukan 
lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah 
diupayakan pemanggilan tiga (3) kali berturut-turut secara sah, namun 
tidak hadir dalam persidangan tanpa suatu alasan maka, putusan dapat 
dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dipersidangan. Perhitungan tenggang 
waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah berkas perkara dilimpahkan 
                                                          
49 Diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/In_absentia, pada tanggal 6 februari 2017 pukul 22:19 
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ke Pengadilan. Substansi rumusan Pasal 143 memberikan persyaratan 
persidangan desersi dapat dilakukan secara in absentia,yaitu:50 
1) Batas waktu berkas perkara adalah 6 (enam) bulan dihitung 
tanggal pelimpahan ke pengadilan. 
2) Telah dipanggil ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali. 
3) Dapat dilaksanakan terhadap perkara desersi yang 
penyelidikannya dilakukan secara in absentia. 
 
2. Tujuan Peradialan In Absentia 
Persidangan perkara in absentia khususnya dalam tindak pidana 
desersi diatur dalam ketentuan undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, 
dirumuskan dalam beberapa pasal, yakni:51 
a. Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. 
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa: “dalam hal berkas 
perkara desersi yang tersangkanya tidak ditemukan, berita 
acara pemeriksaan tersangka tidak merupakan persyaratan 
lengkapnya suatu berkas perkara”. 
 
Substansi dari rumusan Pasal 124 ayat (4) tersebut: 
1) Bahwa pemeriksaan tersangka bukan syarat formal 
2) Pemberkasan perkara desersi yang dilaporkan oleh satuan 
kepada penyidik dalam dilakukan meskipun tersangka tidak ada 
Dengan demikian dari substansi tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa penyidikan terhadap tindak pidana desersi ini dilakukan 
tanpa hadirnya tersangka, karenanya dinamakan penyidikan 
perkara desersi in absentia. Kemudian terhadap berkas berkas 
hasil penyidikan in akan disidangkan secara in absentia. 
Ketentuan formalita tersebut terdapat permasalahan, yakni 
mengenai penentuan tempus delicti, yaitu kapan waktu desersi 
tersebut, apakah berakhirnya tindak pidana desersi ditentukan 
pada saat kasusnya dilakukan penyidikan atau pada saat 
perkaranya disidangkan meskipun pelaku tindak pidana desersi 
kembali. 
                                                          
50 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tetang Peradilan Militer 
51 Diakses dari http://dilmil-madiun.co.id>uploads>2013/12, pada tanggal 2 maret 2017 pukul 17:17 
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b. Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1987 
Kentuan tesebut menegaskan bahwa “dalam perkara desersi 
yang terdakwanya tidak ditemukan pemeriksaan dilaksanakan 
tanpa hadirnya terdakwa” 
 
Apabila kita mencermati rumusan pasal tersebut, dapat dipahami 
bahwa rumusannya bersifat imperative, artinya perintah yang tidak 
bisa dimaknai lain agar Pasal 141 ayat (10) tersebut ada dua hal 
pokok yang subtansial yakni terdakwanya tidak ditemukan, dan 
persidangan dilaksanakan secara in absentia. 
 
c. Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1987 
Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa: “perkara tindak pidana 
desersi sebagaimana yang dimaksud dalam kitab undang-
undang hukum pidana militer, yang terdakwanya melarikan diri 
dan tidak ditemukan lagi enam bulan berturut-turut serta sudah 
diupayakan panggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut 
secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alas an, 
dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya 
terdakwa. 
 
Pada prinsipnya  sidang putusan suatu perkara pidana harus 
dihadiri oleh terdakwa, hal ini berdasarkan Pasal 196 ayat (1) Undang-
undang No 8 Tahun 1981 entang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang 
menyatakan:52 
Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali 
dalam hal undang-undang ini menentukan lain. 
Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 
1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang Menerima Kuasa 
dari Terdakwa/Terpidana “in absentia” yang intinya memerintahkan hakim 
untuk menolak penasihat hukum/pengacara yang mendapat kuasa dari 
terdakwa yang sengaja tidak mau hadir dalam pemeriksaan pengadilan 
                                                          
52 Diakses dari http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2e502cd0e52/pengertian-peradilan-in-
absentia, pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 09:30 
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sehingga dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan dan 
pelaksanaan putusannya.53 
Namun, terhadap ketentuan Pasal 196 KUHAP terdapat suatu 
penyimpangan dalam perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur 
Pasal 213 KUHAP yang menyatakan terdakwa dapat menunjuk seseorang 
dengan surat untuk mewakili di sidang. Selain itu, Pasal 214 ayat (1) dan 
ayat (2) KUHAP menyatakan:54  
1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan 
perkara dilanjutkan; 
2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat 
amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. 
 
 
 
 
 
3. Kendala Pemeriksaan In Absentia 
Dalam suatu perkara in absentia khususnya tindak pidana desersi 
tak jarang ditemui berbagai kendala diantaranya sebagai berikut:55 
Pertama, berkas perkara tidak dilengkapi dengan pemeriksaan  oleh 
penyidik, tetapi pada saat sidang terdakwa hadir. Dalam kasus 
seperti ini apakah majelis dapat memeriksa dan memutus perkara 
dengan menjatuhkan hukuman badan dan pemecatan dari dinas 
militer. 
 
Terhadap masalah ini, dapat digunakan asas pemeriksaan dilakukan 
tanpa hadirnya terdakwa. Komisi Teknis Peradilan Militer Rakerna 
                                                          
53 Ibid. 
54 Ibid.  
55 Diakses dari http://m.hukumonline.berita/baca/lt5431fd6733773/enam-masalah-hukum-putusan-
desersi-secara-in-absentia, pada tangal 5 pukul 11:52 
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Mahkama Agung pada tahun 2007 menyimpulkan bahwa kehadirn 
terdakwa di persidangan menggugurkan sifat in absentia perkara dan 
hakim wajib menyatakan dakwaan Oditur tidak dapat di terima. 
Kedua, jika surat dakwaan bersifat kumulatif, antara desersi dan 
tindak pidana lain. Apakah desersi di putus in absentia, sedangkan 
tindak pidana lain dinyatakan tidak dapat diterima alias N.O (niet 
ontvankelijke verklaard). Dalam hal ini majelis seharusnya tidak 
memutus kedua perkara secara in absentia. Sesuai Pasal 141 ayat 
(10) dan Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997 Tentang 
Peradilan Militer, putusan in absentia hanya untuk desersi. 
Seharusnya majelis memutus N.O. kedua perkara. Apabila terdakwa 
ditemukan atau ditangkap belakangan, perkara disidangkan, perkara 
disidangkan dengan hadirnya terdakwa. Nebis in idem tidak berlaku 
lagi. 
 
Ketiga, apabila terdakwa tiba-tiba hadir menjelang putusan, dalam 
hal ini, Komisi Teknis Peradilan Militer menyimpulkan dalam 
mengumumkan perkara in absentia, tanggal pengumuman dengan 
tanggal pada Berita Acara penempelan pengumuman tidak boleh 
dimanipulasi. Tanggal harus disesuaikan dengan yang sebenarnya. 
Hak untuk mengajukan banding harus diberikan sesuai ketentuan, 
yakni dihitung sejak putusan in absentia diumumkan. 
 
Keempat,mengenai pembayaran biaya perkara dalam perkara 
desersi in absentia merujuk pada Pasal 180 undang-undang 
Peradilan Militer, yang membayar perkara padalah pihak yang 
dihukum. Jika terdakwa in absentia dijatuhi hukuman, maka yang 
bersangkutan yang menanggung biaya perkara. Namun yang 
menjadi masalah Komisi Teknis Perdilan Militer tidak menjelaskan 
bagaimana tata cara pembayaran biaya perkara apabila terdakwa 
tidak ditemukan. 
 
Kelima, dapatkah hakim memeriksa saksi pada sidang pertama 
padahal terdakwa tidak hadir meskipun sudah dipanggil tiga kali 
secara sah? Dalam hal ini, pertama-tama hakim harus memastikan 
pada sidang pertama dan kedua bahwa terdakwa sudah dipanggil 
secara patut dan sah tiga kali berturut-turut. Jika sudah yakin 
prosedur pemanggilan dilakukan secara sah, maka pada sidang 
ketiga hakim menyatakan perkara diperiksa secara in absentia.  
 
Keenam, terdakwa dating setelah putusan desersi secara in absentia 
dijatuhkan. Dengan alasan surat panggilan sidang tidak sampai, atau 
salah alamat karena yang bersangkutan sudah pindah kesatuan, 
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atau sedang bertugas sebagai penjaga perdamaian PBB di luar 
negeri. 
 
 
E. Pertimbangan Hakim 
1. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang memandang 
hukum sebagai suatu system yang utuh yang mencakup asas-asas 
hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum. Di dalam 
pertimbangan yurisdis inilah hakim menilai berat ringannya pidana yang 
akan dijatuhkan kepada terdakwa dipersidangan. 
2. Pertimbangan Sosiologis 
Pertimbangan sosiologi adalah pertimbangan yang menggunakan 
pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi social ekonomi 
dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pertimbangan keputusan 
disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas dan keyakina yang berlaku 
dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis, psikologis 
perlu dimiliki seorang hakim. 
Hal tersebut diatas merupakan pertimbangan hukum seorang hakim 
dalam menjatuhkan putusan. 
Pengertian putusan pengadilan sendiri menurut Leden Marpaung 
adalah:56  
                                                          
56 Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana; Normatif; Teoritis; Praktik; dan Pemarsalahannya, 
Bandung, PT Alumni, Hal. 202 
 
42 
 
Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 
dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat 
berbentuk tertulis maupun lisan. 
 
Menurut ketentuan Pasal 193 KUHAP ada beberapa jenis putusan 
akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu 
sebagai berikut: 
a. Putusan Bebas (Vrijspraak) 
Adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa 
pempebasan dari tundak pidana yang dituduhkan terhadapnya, 
apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap 
terdakwa di persidangan, ternyata tidak ditemukannya bukti-bukti 
yang cukup yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana 
tersebut, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah 
meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang di 
dakwakan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap 
terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan. 
(Pasal 191 ayat (1) KUHAP). 
b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaa Van 
Alle Recht Vervolging) 
Putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan 
ternyata terdakw terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, tetapi 
diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan 
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pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan 
lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). 57  
c. Putusan Pemidanaan 
Suatu putusan pidana di jatuhkan di rumuskan pada Pasal 193 
ayat (1) KUHAP yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa 
bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh penuntut 
umum, maka pengadilan menjatuhkan pidana. 
  
                                                          
57 Diakses dari http://suduthukum.com/2016/11/jenis-jenis-putusn-hakim-dalam-perkara.html, pada 
tanggal 11 Februari 2017 pukul 15:05 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A.  Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan 
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka Penulis 
melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah Pengadilan Militer 
III-16 Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian ini, maka jenis dan 
sumber data yang di perlukan adalah: 
1. Jenis Data 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang di peroleh dari penelitian lapangan 
dengan melakukan wawancara terhadap responden yang 
mengetahui masalah yang dibahas. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui literatur, 
dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan 
lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini 
diperoleh pada instansi terkait atau perpustakaan yang berupa 
tulisan-tulisan ilimiah di bidang hukum yang dapat memberikan 
penjelasan terhadap bahan hukum primeir. 
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2. Sumber Data 
a. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu sumber 
data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari 
para penegak hukum yang menangani kasus ini. 
b. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu 
sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian beberapa 
literature dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung 
penulisan ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk jenis data primer, Penulis melakukan pengumpulan data 
dengan metode interview atau wawancara terhadap hakim guna 
memperoleh data dan informasi yang akurat yang berkaitan dengan 
pembahasan ini. 
2. Untuk data sekunder, Penulis melakukan penelitian kepustakaan 
untuk mencari data tambahan guna menunjang keberhasilan 
penulisan ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan antara lain bersumber dari: 
a. Buku-buku, tulisan ilimiah, dan yang berhubungan dengan objek 
penelitan. 
b. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
objek penelitian. 
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D. Analisis Data 
Data yang diperoleh, baik data primer mupun sekunder kemudian akan 
dianalisi dan diolah dengan metode kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan mengambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya 
diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi dalam 
Pemeriksaan In Absentia 
Hukum pidana militer yang pada hakikatnya memuat peraturan-
peraturan untuk mengatur para prajurit TNI yang memiliki sanksi apabila 
peraturan tersebut di langgar. Kaidah-kaidah hukum militer itu 
berkembang berdasarkan kebutuhan sesuai dengan situasi dan kondisi 
serta dipengaruhi pula oleh pengalaman-pengalaman. Salah satu tindak 
pidana yang sering ditemukan dalam suatu Kesatuan Militer adalah tindak 
pidana desersi.58 
Tindak pidana desersi merupakan tindakan yang dilakukan terdakwa 
yang dalam hal ini merupakan prajurit TNI dimana terdakwa meninggalkan 
kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang. Tindak pidana 
desersi juga merupakan tindak pidana militer murni, dimana tindak pidana 
militer murni adalah tindak pidana yang hanya dilakukan seorang militer, 
karena sifatnya khusus militer.59 
Hukum pidana militer disebut khusus dengan pengertian untuk 
membedakannya dengan  Hukum Acara Pidana Umum yang berlaku bagi 
setiap orang. Hukum Pidana Militer juga memuat peraturan-peraturan 
                                                          
58 Amiroeddin Sjarif, Op.cit, Hal.3 
59 Moch Faisal Salam (II), Op.cit, Hal. 27 
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yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam 
Hukum Pidana Umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) 
atau orang-orang karena peraturan perundang-undangan ditujukan 
padanya.60  
Dengan adanya Hukum Pidana Militer bukan berarti Hukum Pidana 
Umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku baik Hukum 
Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer.  
Untuk itu diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena 
untuk pelanggaran tindak pidaa tertentu, ancaman hukumannya dirasakan 
terlalu ringan karena kalau hanya diberlakukan Hukum Pidana Umum. 
Misalnya pencurian yang dilakukan oleh militer didalam kesatrian-
kesatrian atau asrama-asrama militer, disamping itu ada perbuatan-
perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang militer saja, 
tidak berlaku bagi umum, desersi, menolak perintah atasan/dinas, 
insubordinasi dan sebagainnya.61 
Lebih lanjut tindak pidana desersi sendiri diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Militer yang terdapat pada Pasal 87 dan Pasal 89 
KUHPM, berikut kutipan pasal tersebut: 
Pasal 87  
(1) Diancam karena desersi, militer: 
Ke-1,  Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari 
kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindaribahaya perang, 
                                                          
60 Ibid, hal 30 
61 Ibid 
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menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada 
suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu; 
Ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan 
ketidakadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga 
puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari; 
Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan 
karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya 
dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang 
diuraikan pada Pasal 85 ke-2. 
(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana 
penjara maksimum dua tahun delapan bulan. 
(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan 
pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan. 
 
Pasal 89 
Diancam pidana mati, penjara seumur hidup atau sementara 
maksimum dua pulu tahun: 
Ke-1 Desersi ke musuh; 
Ke-2 (diubah dengan undang-undang N0. 39 Tahun 1947) desersi dalam 
waktu perang, dari satuan pasukan, perahu laut atau pesawat 
terbang yang ditugaskan untuk dinas pengamanan, ataupun dari 
suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh 
musuh. 
 
Desesi kepada musuh merupakan pengertian dengan  maksud 
menyebrang kepada musuh seperti yang dimaksud dalam pasal 87 ayat 
(1) ke-1. Desersi kepada musuh berarti si pelaku harus sudah berada di 
daerah atau pihak musuh atau dengan kata lain si pelaku sudah betul-
betul bekerja pada pihak musuh. 
Selanjutnya tindak pidana desersi memiliki ciri utama yaitu 
ketidakhadiran tanpa ijin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu 
tempat yang ditentukan baginya, di mana militer tersebut seharusnya 
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berada pada kesatuan untuk melaksanakan kewajiban dinas. 
Ketidakhadiran tersebut dapat berupa bepergian pada suatu tempat, 
menyembunyikan diri, menyebrang ke musuh, memasuki dinas militer 
Negara lain, atau membuat dirinya tertinggal dengan sengaja.  
Dalam proses pemeriksaan tindak pidana desersi seringkali 
ditemukan beberapa kendala, salah satunya adalah terdakwa yang 
melakukan tindak pidana desersi tidak dapat ditemukan yang 
menyebabkan pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa (in 
absentia). Mengenai pemeriksaan perkara in absensia, hal tersebut diatur 
dalam Pasal 141ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu, 
a. Pasal 141 ayat (10) 
Dalam perkara desersi yang terdakwanya tidak diketemukan, 
pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa. 
 
b. Pasal 143 
Perkara tindak pidana desersi sebagaimana yang dimaksud dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang terdakwanya 
melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) 
bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) 
kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa 
suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan secara in absentia.62 
Berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 
Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan yang dimaksud 
                                                          
62 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer 
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dengan “pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dalam pengertian in 
absentia” adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut 
dapat diseleksaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin Prajurit 
dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal 
pelimpahan perkara yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa karena 
sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan lagi dalam waktu 6 (enam) 
bulan berturut-turut, untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat 
keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan 
tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal 
pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan. 
Berdasarkan hasil wawacara penulis dengan Letkol Chk Puspayadi 
yang merupakan hakim ketua pada perkara nomor: 129-K/ PM III-16/ AD/ 
IX/ 2015 pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, bahwa yang menjadi 
alasan dilanjutkannya suatu pemeriksaan perkara in absentia adalah 
untuk memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap 
perkara tersebut sehinga perkara tersebut nantinya memiliki kepasian 
hukum bagi Terdakwa.              
Namun perlu penulis jelaskan apabila dalam sidang perkara desersi 
in absentia terdakwa kemudian hadir dalam persidangan dan terdakwa 
sebelumnya sudah diperiksa pada saat penyidikan maka perkara tersebut 
dapat dilanjutkan. Sebaliknya jika terdakwa kemudian hadir dalam 
persidangan tanpa pemeriksaan pada tingkat penyidikan maka 
persidangan akan dihentikan dan berkas perkara dikembalikan kepada 
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Kaotmil untuk kemudian meminta kepada Polisi Militer untuk memeriksa 
terdakwa yang bersangkutan.                    
B. Penerapan Hukum Pidana Dan Pertimbangan Hakim  Dalam 
Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Desersi Pada 
Peradilan In Absentia Dalam Putusan Nomor 126-K/PM III-16/ 
AD/ 2015. 
1. Posisi Kasus 
Hamzar yang dalam perkara ini disebut terdakwa murupakan  
Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Yonif 726/Tml. Pada tanggal 
10 maret 2015 sampai dengan 22 april 2015 menggalkan kesatuan Yonif 
726/Tml tanpa ijin yang sah dari atasan atau atasan lain yang berwenang 
sejak tangal 10 maret 2015 sampai dengan 22 april 2015. Terdakwa 
menjabat sebagai Tabakpan 2 Ton II Kipan B Yonif 726/Tml namun 
terdakwa di BP kan (bawah perintah) di Makorem 141/TP sebagai supir 
yang melayani Kasrem 141/TP. Selanjutnya pada bulan januari 2015 
Terdakwa kembali bertugas di Kipan B Yonif 726/Tml tetapi pada saat itu 
Terdakwa meninggalkan kesatuan dan kemudian ditangkap oleh anggota 
staf intel Yonif 726/Tml dan di tarik ke mayonif 726/Tml untuk pembinaan. 
Selanjutnya pada hari selasa tanggal 10 maret 2015 sampai dengan 22 
april 2015 terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang 
sah dan tidak memberikan kabar dan memberitahukan keberadaannya 
baik melalui surat maupun telepon. Pihak kesatuan juga telah berupaya 
melakukan pencarian terhadap terdakwa di rumah orang tua terdakwa di 
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Desa Bonto Kasi di daerah Kbupaten Gowa dan di daerah Kec. Lapri dan 
sekitarnya, namun Terdakwa tidak diketemukan. 
2. Dakwaan Oditur Militer 
Dakwaan yang diajukan Oditur Militer kepada Pengadilan Militer III-
16 Makassar adalah dakwaan tunggal. Adapun kutipan dari dakwaan 
tersebut dengan nomor: Sdak/ 86/ VII/ 2015 sebagai berikut. 
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut 
dibawah ini, yaitu pada tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 22 
April 2015, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di Mayonif 
726/Tml Kab. Bone, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang 
termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar 
telah melakukan tindak pidana “ Militer yang karena salahnya atau 
dengan sengaja melakikan ketidakhadran tanpa ijin dalam waktu 
damai lebih lama dar tiga puluh hari”, yang dilakukan dengan cara-
cara sebagai berikut: 
a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih berdinas 
aktif di Yonif 726/Tml sampai dengan saat ini tidak hadir dan 
melakukan perbuatan yang menjadikan perara ini dengan pangkat 
Prada NRP 31120199590591. 
b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin 
yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang berwenang 
sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 
2015. 
c. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan 2 Ton II Kipan B 
Yonif 726/Tml namun terdakwa di BP kan di Makorem 141/TP 
sebagai supir yang melayani Kasrem 141/TP kemudian sekira 
bulan Januari 2015 Terdakwa kembali bertugas di Kipan B Yonif 
726/Tml tetapi pada saat itu Terdakwa pergi meninggalkan 
Kesatuan Yonif 726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml 
atau atasan lain yang berwenang selanjutnya Terdakwa ditangkap 
oleh anggota staf intel Yonif 726/Tml dan ditarik ke Mayonif 
726/Tml untuk pembinaan kemudian pada hari selasa tanggal 10 
Maret 2015 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 
726/Tml tanpa ijin dari Danyonif 726/Tml. 
d. Bahwa selama terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml 
tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang 
berwenang tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik 
melalui telepon maupun surat dan pihak satuan telah berupaya  
melakukan pencarian tehadap Terdakwa di rumah orang tua 
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Terdakwa di Desa Bonto Ksi di daerah Kb. Gowa dan di daerah 
Kec. Lapri dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan. 
e. Bahwa dengan demikian terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 
726/Tml tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan 
lain yang berwenang sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 
tanggal 22 April 2015 sesuai dengan Berita Acara Tidak 
Ditemukan Terdakwa dari Denpom VII/3 Bone tanggal 22 April 
2015 atiau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut 
atau lebih lama dari tiga puluh hari. 
f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Yonif 726/Tml 
tanpa ijin yang sah dari Danyonif 726/Tml atau atasan lain yang 
berwenang Wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai dan 
tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat perang dan 
Kesatuan Yonif 726/Tml tidak sedang dipersiapkan untuk tugas 
operasi militer. 
 
3. Tuntutan Oditur Militer 
Setelah agenda pembuktian, Oditur Militer wajib untuk 
mempersiapkan tuntutannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada 
di persidangan, berikut ini adalah amar tuntuta Oditur Militer yang telah 
dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadi 
perkara dengan Terdakwa Hamzar pada Pengadilan Militer III-16 
Makassar: 
1. Menyatakan Terdakwa Prada Hamzar NRP 31120199590591 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
“Desersi”, sebagaimana yang dirumuskan dan diancam dengan 
pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo. ayat (2) 
KUHPM. 
2. Dengan mengingat Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo. ayat (2) KUHPM 
dan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, kami mohon agar 
Terdakwa dijatuhi: 
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. 
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer 
3. Memohon agar barang bukuti surat-surat 
- 2 (dua) lembar Absensi Yonif 726/Tml Ki-B bilan Januari 2015 
sampai dengan bulan April 2015. Tetap disatukan dalam berkas 
perkara yang bersangkutan. 
4. Memebebani Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 
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4. Pertimbangan Hukum Hakim  
Berikut ini adalah studi kasus Putusan Nomor 129-K/ PM III-16/ AD/ 
IX/ 2015 yang penulis angkat mengenai tindak pidana desersi. 
Hakim yang dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan fakta-
fakta yang ada dipersidangan. Majelis hakim dalam perkara Nomor 129-K/ 
PM III-16/ AD/ IX/ 2015 mempertimbangkan sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi 
hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutannya dengan 
mengemukakan pendapat sebagai berikut: 
 
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur 
Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang 
didakwakan sebagai yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam 
tuntutannya. Namun untuk memperkuat pembuktian tersebut Majelis 
Hakim akan membuktikan sendiri dengan mempertimbangkan sendiri 
pula. 
 
Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur 
Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Unsur Kesatu : “Militer” 
2. Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja      
melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” 
3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai” 
4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari” 
 
1. Unsur Pertama “Militer” 
- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal 
dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan 
dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau 
peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan 
negara. 
- Bahwa didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidan Militer Pasal 
46 ayat (1) menyatakan bahwa militer adalah mereka yang 
berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang 
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wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang 
waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer 
Sukarela dan Mliter Wajib. Militer wajib adalah merupakan 
justiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu 
dikenakan/ditetapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer 
(KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum 
(KUHP) termasuk pada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota 
Militer/TNI. 
- Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, 
Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau 
berdinas  memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, 
lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut 
lainnya. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi 
dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di 
persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain 
bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut: 
- Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masih 
berdinas aktif di Yonif 726/Tml sampai dengan saat ini dengan 
pangkat Prada NRP. 31120199590591 
- Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Seurat Keputusan 
tentang Penyerahan Perkara dari Surat Keputusan tentang 
Penyerahan Perkara dari Danren 141/TP selaku Papera Nomor: 
Kep/62/ IV/ 2015 tanggal 30 Juni 2015 yang menyatakan pada 
tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD 
berpangkat Prada NRP. 31120199590591, Tabakpan 2 Ru 2 Ton 
II Kipan B, Kesatuan 726/Tml Rem 141/Tp, yang oleh Papera 
diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer 
III-16 Makassar melalui Oditurat Militer III-16 Makassar. 
- Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai 
Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada NRP. 3112019959059, 
Tabakpan 2 Ru 2 Ton II Kipan B, Kesatuan 726/Tml Rem 141/Tp 
dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara 
ini masi aktif sebagai prajurit TNI AD. 
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Majelis 
Hakim berpendapat Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi. 
 
2. Unsur Kedua “Karena salahnya atau dengan sengaja 
melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” 
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesegajaan 
adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan 
beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan tindakan 
“dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi 
tindakannya tersebut dan/atau akibatnya. 
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- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud 
Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi 
meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa 
ijin dari atasannya. 
- Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi 
tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan 
dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan 
sengaja. 
- Bahwa yang dimaksud “tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa  si 
pelaku (Terdakwa) melakukan  tindakan pergi meninggalkan 
atau menjauhkan diri, atau tidak berada disuatu tempat yang 
telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal 
ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya sipelaku dapat 
melaksanakan tugas-tugas menjadi tanggug jawabnya. 
- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidak hadiran 
Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan sipelaku 
tanpa seijin/ sepengetahuan Komandannya sebagaimana 
lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan 
meninggalkan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan 
yang berlaku kesatuannya 
Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah 
sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para 
Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur 
Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan 
yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut: 
- Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui dan 
memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang 
akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas 
maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk 
terlebih dahulu mendapat ijin dari Komandan/Atasan yang 
berwenang. 
- Bahwa benar  meskipun Terdakwa telah mengetahui 
aturan/ketentuan-ketentuan perijinan yang berlaku di 
Kesatuannya namun sejak 10 Maret sampai dengan sekarang 
Terdakwa telah  menginggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat. 
- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin 
tidak pernah melapor ke Kesatuan tentang keberadaannya. 
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatsa, maka Unsur  
Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” 
telah terpenuhi. 
 
3. Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” 
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Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan 
waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa, keadaan Negara RI 
adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan 
perang dengan diberlakukannya undang-undang tertentu atau 
Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk 
melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang 
berwenang. 
 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para 
Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur 
Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan 
yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut: 
- Bahwa benar sewakti Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa 
ijin Komandan/Atasan yang berwenang dari sejak tanggal 10 
Maret sampai sekarang, Kesatuan Terdakwa tidak sedang 
dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer 
sebagaimana yang diperintahkan oleh pempinannya. 
- Bahwa benar keterangan para Saksi Negara RI pada waktu 
Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, 
tidak dengan sengketa dengan negara lain. 
Menimbang, bahwa berdasakan uraian tersebut diatas, maka UNsur 
Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.  
 
4. Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” 
Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran 
yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/ pengangkatan dala 
tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadiran tanpa izin dalam Pasal 
85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini 
ditentukan jangka waktu dan ketidakhadiran dalam masa damai 
adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih 
berat. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para 
Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur 
Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan 
yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut: 
- Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang dibacakan 
dimuka persidangan, terdakwa telah meninggalkan kesatuan 
tanpa ijin sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai sekarang berate 
lebih lama dari 30 hari. 
- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa 
ijin sejak tanggal 10 Maret 2015 tidak pernah kembali ke 
kesatuan sampai sekarang. 
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Menimbang, berdasakan uraian tersebut di atas, maka Unsur 
Keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi. 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur 
MIliter telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur 
Militer telah terbukti secara sah dan meyakikan. 
Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan 
fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan 
bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: 
“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin 
dalam waktu damai, lebih lama dari tga puluh hari” 
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. 
ayat (2) KUHPM 
Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir 
dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat 
dan akibat dari sikap dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang 
mempengaruhi sebagai berikut: 
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan 
dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap 
tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan 
oleh kesatuan. 
2. Bahwa dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak 
hadir/meninggalkan Kesatuan sampai dengan persidangan ini 
Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau 
keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesautannya 
terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinas 
di lingkungan TNI. 
3. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim 
berpendapat bahwa Tedakwa tidak layak lagi dipertahankan lagi 
dalam kedinasannya. 
Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa diperintahkan dalam 
kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena 
akan berpengaruh kepada prajurit lain baik dan untuk prevensi 
terhadap disiplin Kesatuannya. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri 
Terdakwa yang telah berturut-turut melakukan ketidakhadiran tanpa 
ijin dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuanmenunjukan 
bahwa yang bersangkutan telah diragukan kesetiaannya terhadap 
TNI sehingga apabila dihubungkan dengan tata kehidupan yang 
berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa sangat tidak layak untuk tetap 
dipertahankan dilingkungan TNI. 
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Menimbang, bahwa tujuan pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah 
semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah 
melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk 
mendidik agar yang bersangkuan dapat insyaf kemabali kepada 
jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan 
Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan 
menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih 
dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan 
memberatkan pidana yaitu: 
Hal-hal yang meringankan: 
- Nihil 
Hal-hal yang memberatkan: 
- Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak 
pernah kembali ke Kesatuannya 
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin 
prajurit yang lainnya di Kesatuannya. 
- Perbuatan terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap 
pembinaan satuan. 
 
5. Amar Putusan 
Setelah majelis hakim Pengadilan Militer mempertimbangkan hal-hal 
tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim memputus perkara ini, 
berikut kutipan amar putusannya: 
Mengadili: 
1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hamzar, Pada NRP 
31120199590591 telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam wakti damai” 
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: 
- Pidana pokok  : Penjara selama 8 (delpan) bulan. 
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. 
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 
- 2 (dua) lembar absensi Yonif 726?Tml K-B bulan Januari 2015 
sampai dengan bulan April 2015 
Tetap diletakkan dalam berkas perkara. 
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4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 
5.000,- (lima ribu rupiah). 
 
6. Anasis Penulis 
Dalam suatu perkara ada beberapa hal yang penting untuk 
diperhatikan dalam beracara. Kopetensi absolut dan kopetensi relative 
adalah hal penting dalam beracara. Kopetensi absolut merupakan 
kewenangan suatu badan peradilan yang memiliki hak untuk memeriksa, 
mengadili, dan memutus suatu perkara. Sedangkan kopetansi relative 
merupakan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara dalam 
mengadili berdasarkan wilayah perkara. 
Lebih lanjut mengenai kopetensi absolut, badan-badan peradilan 
atau pelaku kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang Republik 
Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,antara lain 
sebagai berikut: 
1. Pasal 18 yang berbunyi bahwa “ Kekuasaan kehakiman dilakukan 
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. 
2. Pasal 20 yang berbunyi bahwa: 
(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi 
dari badan peradilan yang berada di dalam   keempat 
lingkungan peradilan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 
18. 
(2) Mahkamah Agung berwenang: 
a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang 
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan yang 
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berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-
undang menentukan lain. 
b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang; dan  
c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. 
3. Pasal 25 yang berbunyi, bahwa: 
(1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 
meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, 
peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha 
negara. 
(2) Peradilan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara 
pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 
(3) Peradilan agama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan 
menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama 
islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
(4) Peradilan militer sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) 
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan. 
(5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan 
menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.63 
 
Dalam perkara yang penulis teliti yaitu perkara tindak pidana desersi, 
kopetensi absolut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara 
desersi adalah peradilan militer, hal tersebut di tandai dengan sifat dari 
tindak pidana desersi yang merupakan tindak pidana murni yang 
dilakukan seorang militer. 
                                                          
63 Andi Sofyan, 2012, Hukum Acara Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education, Hal. 31-32 
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Berdasarkan uraian kasus diatas, dapat kita lihat mengenai 
penerapan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa. Mengacu pada 
dakwaan yang diajukan Oditur Militer yang menerapkan Pasal 87 ayat (1) 
Ke-2 dan ayat (2) KUHPM dimana dakwaan tersebut merupakan dakwaan 
tunggal dimana dalam dakwaan tunggal hanya satu tindak pidana saja 
yang didakwakan. Pasal 87 KUHPM yang di terapkan dalam dakwaan 
merupkan pengaturan tentang tindak pidana desersi.  
Dalam dakwaannya Oditurat Militer juga memohon dipersidangan 
agar dihadirkannya saksi ke persidangan diantaranya: 
1. Nama lengkap Aspianto, Pangkat/NRP Serda/21110150420292, 
jabatan Danru 2 Ton 2 Kipan B, Kesatuan Yonif 726/Tml Rem 
141/TP, tempat dan tanggal lahir Kab. Maros, 27 Februari 1992, 
jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, 
alamat tempat tinggal Asrama Kipan B Yonif 726/Tml di Lapri 
Kab. Bone. 
2. Nama lengkap Irfan, Pangkat/NRP Kopda/31020279470781, 
jabatan Wadanru 2 Ton 2 Kipan B, kesatuan Yonif 726/Tml Rem 
141/TP, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 06 Juli 1981, 
jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama 
Islam, alamat tempat tinggal Asrama Kipan B Yonif 726/Tml di 
Lapri Kab. Bone. 
Selanjutnya dalam dakwaan Oditur Militer juga memohon agar 
diajukannya barang bukti berupa surat diantaranya 2 (dua) lembar 
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Absensi Yonif 726/Tml Ki-B bulan Januari 2015 sampai dengan bulan 
April 2015. 
Berbicara mengenai alat bukti dalam kasus ini Oditur Militer hanya 
menghadirkan alat bukti 2 (dua) keterangan saksi dan 2 (dua) lembar 
Absensi Yonif 726/Tml, dimana dala pembuktian harus menghadirkan 2 
(dua) alat bukti yang sah, sedangkan dalam perkara ini Oditur Militer 
hanya menghadirkan 1 (satu) alat bukti dalam perkara ini yang jika 
mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya”, maka alat bukti yang ada dalam perkara ini tidak 
memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah. 
Namun perlu penulis uraikan bahwa hakim dapat menjadikan barang 
bukti berupa surat Absensi Yonif 726/Tml menjadi alat bukti petunjuk. Hal 
tersebut di benarkan oleh hasil wawancara penulis dengan salah satu 
Hakim Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi Surabaya III Kolonel 
Sus Reki Irene Lumme yang mengatakan  
“barang bukti berupa surat Absensi Yonif 726/Tml dapat dijadikan 
alat bukti petunjuk, walaupun jika kita melihat pengertian dari barang 
bukti yang menyatakan bahwa barang bukti adalah barang yang 
digunakan untuk melakukan tindka pidana atau hasil dari tindak 
pidana, tapi ada barang bukti yang dapat digunakan sebagai alat 
bukti petunjuk jika hakim sulit untuk menemukan alat bukti lain.” 
Hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 188 ayat (2): 
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Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
diperoleh dari: 
a. Keterangan saksi 
b. Surat 
c. Keterangan terdakwa 
Maka dalam perkara ini alat bukti yang digunakan sudah memenuhi 
pasal 183 KUHAP. 
Setelah penulis menganalisis dakwaan Oditur Militer dalam kasus 
tersebut, maka dakwaan Oditur Militer telah memenuhi sifat dan hakekat 
suatu dakwaan, dimana dakwaan diuraikan secara cermat, jelas, dan 
lengkap mengenai identitas terdakwa, uraian dari perbuatan terdakwa 
serta waktu,tanggal, dan tempat  tindak pidana pida tersebut berlangsung. 
Hal tersebut yang menjadi dasar penulis bahwa dakwaan tersebut telah 
memenuhi persyaratan formil. 
Melihat penerapan hukum pidana materil yang dikaitkan pula dengan 
fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi yang dihadirkan 
kepersidangan maupun yang dibacakan keterangannya, maka terdakwa 
dinyatakan telah melanggar Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) KUHPM 
dengan oleh karena terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu: 
1. Militer. 
2. Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran 
tanpa ijin. 
3. Dalam waktu damai. 
4. Lebih lama dari tiga puluh hari. 
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Berdasarkan penjelasan diatas maka terdakwa dinyatakan telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersala melakukan tindak pidana 
desersi sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2). Hal tersebut 
juga telah dituangkan dalam putusan Majelis Hakim. 
Lebih lanjut suatu putusan tak lepas dari peran penting seorang 
Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Dalam menjatuhkan 
putusan seorang Hakim dituntut untuk tidak mengabaikan hukum atau 
norma serta peraturan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana 
yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Dalam menjatuhkan putusan Hakim memiliki klasifikasi untuk 
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim dituntut mampu melihat 
fakta-fakta yang ada di persidangan untuk kemudian di jadikan dasar 
dalam menjatuhkan putusan. Tidak mudah menjadi seorang Hakim 
dikarenakan dalam menjatuhkan putusan seorang hakim mempunyai 
kebebasan untuk memutus dan menetapkan suatu perkara. 
Berbicara mengenai putusan dalam suatu perkara di kenal 3 (tiga) 
jenis putusan yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan 
pemidanaan. Berdasarkan jenis-jenis putusan tersebut, dalam perkara 
tindak pidana desersi dengan terdakwa Hamzar, Majelis Hakim 
mengabulkan tuntutan Oditurat Militer dengan menjatuhkan putusan 
pemidanaan dengan pidana pidana pokok penjara selama 8 (delapan) 
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bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dalam suatu 
perkara militer salah satu pidana tambahan adalah pemecatan, adapun 
alasan mengapa terdakwa dipecat dari dinas TNI telah dituangkan dalam 
pertimbangan hakim dalam putusannya sebagai berikut: 
Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir 
dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat 
dan akibat dari sikap dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang 
mempengaruhi sebagai berikut: 
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan 
dan tindakan Terdakwa yang tidak disiplin, mencerminkan sikap 
tidak mematuhi atau mengabaikan aturan yang jelas ditentukan 
oleh kesatuan. 
2. Bahwa dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak 
hadir/meninggalkan Kesatuan sampai dengan persidangan ini 
Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau 
keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesautannya 
terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinas 
di lingkungan TNI. 
3. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim 
berpendapat bahwa Tedakwa tidak layak lagi dipertahankan lagi 
dalam kedinasannya. 
4. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa diperintahkan dalam 
kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena 
akan berpengaruh kepada prajurit lain baik dan untuk prevensi 
terhadap disiplin Kesatuannya. 
Dalam perkara ini pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya terdakwa 
(in absentia) dimana terdakwa tidak dapat ditemukan sampai adanya 
putusan berkekuatan hukum tetap. Mengenai pemeriksaan in absetia 
dalam tindak pidana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1997 
Tentang Peradilan Militer: 
d. Pasal 141 ayat (10) 
Dalam perkara desersi yang terdakwanya tidak dapat ditemukan, 
pemeriksaaan dilaksanakan tanpa hadirnya terdakwa. 
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e. Pasal 143 
Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yan terdakwanya 
melarikan diri da tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) 
bulan brturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) 
kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa 
suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa 
hadirnya terdakwa. 
Pada perkara ini Majelis Hakim menyatakan dakwaan Oditur Militer 
oditur militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal tersebut telah 
dituangkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur 
MIliter telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur 
Militer telah terbukti secara sah dan meyakikan. 
Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan 
fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan 
bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: 
“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin 
dalam waktu damai, lebih lama dari tga puluh hari” 
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. 
ayat (2) KUHPM 
 
Selanjutnya alasan terdakwa melakukan tindak pidana desersi 
sangatlah beragam. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah 
satu hakim yang menangani perkara desersi in absentia degan Nomor 
perkara: 129-K/ PM III-16/ AD/ IX/ 2015 Letkol Chk Puspayadi selaku 
Hakim Ketua, mengenai alasan dari terdakwa melakukan tindak pidana 
desersi, namun oleh karena perkara tersebut dilaksanakan tanpa hadirnya 
terdakwa (in absentia), maka penulis menanyakan secara umum 
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mengenai alasan terdakwa melakukan tindak pidana desersi, kemudian 
hakim menerangkan bahwa: 
“Banyak hal yang menjadi alasan terdakwa melakukan tindak pidana 
desersi,biasanya karena ada malasah pribadi. Masalah pribadi bisa 
masalah hutang piutang, masalah kasus lain misalnya asusila atau 
yang berhubungan dengan wanita lain atau dia sudah memiliki 
pandangan hidup yang mungkin menurut dia baik diluar sehingga 
terdakwa malas-malasan, juga factor kadar disiplin yang rendah, 
selain itu usur pengaruh dari luar karena pergaulan dari luar dan 
pengaruh teman-teman” 
 
Mengenai kadar disiplin yang rendah, hal tersebut menjadi salah 
satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana seorang 
prajurit yang memiliki kardar disiplin yang rendah dapat merugikan 
kesatuan dan dapat mempengaruhi prajurit yang lain dalam Kesatuan 
tersebut. Ketidakdisiplinan seorang prajurit tidak dapat dipertahankan 
dalam ruang lingkup TNI hal tersebut berpengaruh dalam kedisiplinan 
seorang prajurit dikarenakan apa bila Terdawa tidak di berhentikan dari 
dinas Militer para prajurit yang lain terpengaruh untuk melakukan tindak 
pidana yang serupa dan menganggap hal tersebut tidak berakibat 
diberhentikan dari dinas Militer. 
Lebih lanjut lazimnya apabila suatu putusan sudah berkekuatan 
hukum tetap maka pelaksanaan putusan oleh Majelis Hakim tersebut 
langsung di jalankan namun bagaimana pelaksanaan putusan dalam 
pemeriksaan in absentia. Mengenai bagaimana nantinya pelaksanaan 
putusan tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan salah satu 
Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar Letkol Chk Puspayadi selaku 
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Hakim Ketua yang menangani perkara desersi in absentia dengan Nomor 
perkara: 129-K/ PM III-16/ AD/ IX/ 2015, hasil dari wawancara penulis 
sebagai berikut: 
“Setelah putusan berkekuatan hukum tetap,putusan tersebut 
diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Militer dan dikirimkan 
ke Kesatuannya, dikesatuannya putusan juga diumumkan di papan 
pengumuman Kesatuan”. 
Sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan putusan oleh Majelis 
Hakim dari tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia, putusan 
tersebut di umumkan pada papan pengumuman, tujuan dari tindakan 
tersebut dengan maksud agar keluarga maupun kerabat Terdakwa dapat 
mengetahui hasil dari putusan Majelis Hakim dan menyampaikannya 
kepada Terdakwa. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
a. Tindak Pidana Desersi termuat dalam Pasal 87 dan 89 Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana Militer, sedangkan mengenai 
tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia diatur 
dalam Pasal 141ayat (10)  dan pasal 143 Undang-undang 
Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. 
Tindak pidana desersi sendiri merupakan tindak pidana murni 
yang dilakukan oleh seorang prajurit militer dimana seorang 
militer meninggalkan kesatuan lebih lama dari tiga puluh hari 
secara berturut-turut tanpa ijin yang sah dari atasan yan 
berwenang. 
b. Dalam analisa yuridis Majelis Hakim dalam menetapkan 
ketentuan terhadap pelaku dalam perkara ini sudah sesuai 
dengan unsur-unsur  Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2)  
dimana hakim telah mempertimbangkan baik fakta-fakta yang 
ada dalam persidangan, keterangan para saksi dan barang 
bukti yang ada, serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan 
putusan yang nantinya akan menimbulkan efek jera kepada 
terdakwa, memberi rasa takut bagi terpidana dan para Prajurit 
lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa. 
B. Saran  
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a. Mengenai tindak pidana desersi seharusnya prajurit militer 
harus mendalami ilmu kedisiplinan yang ditanamkan pada saat 
memasuki TNI agar menjadikan kedisiplinan tersebut sebagai 
pedoman. 
b. Majelis hakim dalam menjatuhkan putuhan dalam perkara 
tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia 
seharusnya lebih aktif dalam menggali fakta dan alasan dari 
terdakwa melakukan tindak pidana desersi sendiri. 
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